BABV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1.

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah membangun sebuah
moda transportasi angkutan massal yang berbasis jalan atau
menggunakan jalur khusus, atau lebih dikenal dengan sebutan ‘busway’.
Adapun sebutan lain adalah ‘Bus Rapid Transit’ atau disingkat menjadi
‘BRT’, yang sebetulnya merupakan sebuah moda transportasi yang
dikenal sebagai ‘busway’ tetapi berkualitas tinggi. Moda transportasi ini
dibangun karena moda transportasi massal pendukung aktivitas ibukota

yang sangat padat.

Ketika Pemerintah DKI Jakarta menggunakan istilah ‘Bus Rapid
Transit’ untuk ‘busway’, maka ada konsekuensi bahwa ‘busway’ yang
sudah dibangun tersebut harus berkualitas tinggi. Terlihat bahwa
pembenahan pun mulai dilakukan, misalnya dengan ditetapkannya
Standar Pelayanan Minimal (SPM) BRT setelah selama kurang lebih 10
tahun beroperasinya Transjakarta Busway. Agar pengoperasian BRT
dapat memenuhi SPM yang telah ditetapkan, maka Pemerintah DKI
Jakarta memiliki kewajiban untuk melaksanakan 7 tanggung jawab,
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian PT. Transportasi
Jakarta adalah BUMD yang bertanggung jawab dalam hal pemenuhan
SPM.

Adanya masalah dalam pemenuhan tanggung jawab Pemerintah DKI
Jakarta dan pemenuhan SPM oleh PT. Transportasi Jakarta dapat
diketahui setelah dilakukan wawancara dengan pengguna jasa
Transjakarta, ITDP, dan pengamat transportasi. Selain itu juga dengan
data-data yang diberikan oleh pihak Institute of Transportation and
Development Policy (ITDP). Setelah dilakukan analisis dalam Bab IV,
ternyata dari 7 tanggung jawab tersebut, 6 diantaranya bermasalah. 6

tanggung jawab yang bermasalah tersebut antara lain: (1) kebijakan dan
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sterilisasi jalur khusus, (2) suplai bahan bakar ramah lingkungan, (3)
pembangunan dan pemeliharaan jalur khusus, (4) pembangunan dan
pemeliharaan jalur pejalan kaki, (5) manajemen lalu lintas dengan
prioritas sistem BRT, dan (6) TOD. Sisanya yakni tanggung jawab
untuk membenahi rute angkutan umum yang bukan merupakan bagian
dari Sistem BRT yang bersinggungan dan/atau berimpitan dengan
Jaringan Layanan Sistem BRT, dirasa sudah cukup baik karena saat ini

hal tersebut sudah dijalankan dengan baik.

Sebagai sebuah angkutan massal yang juga memiliki jalur sendiri, atau
disebut ‘“angkutan massal berbasis rel”, perkeretaapian di wilayah
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dikelola
oleh PT. Keretaapi Commuter Jabodetabek (KCJ). PT. KCJ
bertanggung jawab untuk mengelola dan memenuhi SPM
perkeretaapian di wilayah yang telah disebutkan. SPM perkeretaapian
tersebut telah dipenuhi dengan baik, baik di stasiun maupun di dalam
kereta api. Meskipun telah dipenuhi, tetapi pengguna jasa tidak pernah
puas, sehingga kritik dan saran pun terus mengalir. Begitu juga halnya
dengan Transjakarta, yang SPMnya belum seluruhnya dipenuhi.
Menurut hasil analisis dalam Bab IV, dari total 52 aspek dalam SPM
BRT, ternyata pengguna jasa masih mengeluhkan 13 aspek di dalamnya.
Artinya SPM BRT hanya dipenuhi sebesar 75%. Masih ada 25% standar
belum dipenuhi oleh PT. Transportasi Jakarta.

. Konsep ideal SPM BRT mengacu pada standar BRT yang ditetapkan
ITDP (standar BRT yang ideal) dan SPM KA. Namun demikian, yang
lebih penting adalah mengacu pada yang pertama disebutkan ini. Hal ini
dikarenakan standar BRT yang disusun oleh ITDP berlaku di seluruh
dunia. Artinya sebuah BRT dikatakan ideal jika memenuhi standar dari
ITDP tersebut. Namun demikian, BRT di DKI Jakarta masih belum

sepenuhnya memenuhi standar BRT ideal tersebut, sebagaimana telah
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dijelaskan dalam Bab IV.'?° Meskipun standar BRT yang ideal tersebut
tidaklah dapat diterapkan langsung terhadap SPM BRT (karena adanya
perbedaan substansi yang diatur), tetapi hal-hal yang terdapat dalam
standar BRT yang ideal dan belum terdapat dalam SPM BRT dapat
dimasukkan ke dalam SPM BRT, sebagaimana telah dijelaskan dalam
Bab IV.

Kemudian perbandingan antara SPM BRT dengan SPM KA dilakukan
mengingat dalam Pasal 111 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun
2014 tentang Transportasi disebutkan bahwa BRT dan KA sama-sama
memiliki jalur khusus. Namun demikian, keduanya tetap saja memiliki
perbedaan mendasar. Tetapi dari perbedaan mendasar tersebut tetap saja
ada aspek-aspek dalam SPM KA yang belum terdapat dalam SPM BRT
yang dapat dimasukkan ke dalam SPM BRT, seperti misalnya CCTV
dapat dimasukkan ke dalam jenis keamanan sebagaimana telah

dijelaskan sebelumnya pada Bab IV.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam penulisan hukum
ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran untuk Pemerintah DKI Jakarta. Karena pemenuhan 7 tanggung
jawab merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung pemenuhan
SPM BRT, maka diharapkan Pemerintah DKI Jakarta betul-betul serius
dalam memenuhi 7 tanggung jawab tersebut. Hasil analisis menunjukkan
bahwa hampir seluruh, atau lebih tepatnya 6 dari 7 tanggung jawab
tersebut tidak dipenuhi dengan baik. Oleh karena itu, disarankan
Pemerintah DKI Jakarta memperhatikan keenam tanggung jawab tersebut.
Selain itu, dengan digunakannya istilah “Bus Rapid Transit (BRT)” maka
Pemerintah DKI Jakarta perlu menyadari bahwa BRT memiliki standar

120 ihat sub-bab 4.3. tentang Konsep Ideal SPM BRT.
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yang lebih tinggi daripada ‘busway’. Maka seiring dengan digunakannya
istilah ‘BRT’ semestinya diiringi juga dengan dukungan Pemerintah DKI
Jakarta untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan
maksimal.

Saran untuk Gubernur DKI Jakarta. Sudah waktunya bagi Gubernur DKI
Jakarta menyesuaikan SPM Transjakarta (yang saat ini diatur dalam
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2014) dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 (tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan). Sebab
peraturan menteri tersebut merupakan peraturan menteri yang lebih baru

dalam mengatur SPM untuk BRT.

Kemudian agar dapat menciptakan sebuah SPM yang ideal, Gubernur DKI
Jakarta perlu untuk menciptakan sebuah standar yang lebih tinggi daripada
SPM yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
Minimal Unit Pengelola TransJakarta-Busway. Pemerintah DKI Jakarta
perlu memperhatikan sebuah konsep BRT yang ideal di dunia (yang telah
dirancang oleh ITDP) dan melihat pada SPM KA. Perbandingan antara
kedua standar yang disebutkan terakhir ini dengan SPM BRT telah
dilakukan dalam Bab IV sub-bab 4.3., di mana telah dimuat hal-hal apa
saja yang belum ada dan perlu dimasukkan ke dalam SPM BRT.

Saran untuk PT. Transportasi Jakarta. Sebagaimana disebutkan pada
bagian kesimpulan bahwa sebuah BRT harus berkualitas sangat tinggi.
Selain itu, perkeretaapian yang telah memenuhi SPM pun tetap mendapat
kritik dan saran dari pengguna jasanya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak
cukup hanya sekedar memenuhi SPM, melainkan juga harus betul-betul
memperhatikan ekspektasi pengguna jasa. Dari hasil analisis dalam Bab
IV, ternyata ditemukan bahwa ada 25% SPM yang belum dipenuhi karena
dikeluhkan oleh pengguna jasa. Oleh karena itu disarankan bagi PT.
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Transportasi Jakarta untuk memenuhi SPM yang belum dipenuhi tersebut
dan meningkatkan pemenuhan SPM agar tidak hanya sekedar mencapai
standar, tetapi lebih tinggi daripada standar yang ada dalam SPM

Transjakarta.
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